
136 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (TLHP BPK RI) 

di Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka tahun 2019-2021 maka dapat 

disimpulkan : 

1. Berdasarkan hasil analisis upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sikka dalam meningkatkan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan  adalah sebagai berikut: 

a. Menghimbau  kepada PEMDA  untuk segera menindaklanjuti temuan 

dari BPK. 

b. Mengundang OPD terkait dalam hal terkait temuan. 

c. Memonitor sejauh mana Pelaksanaan Tindaklanjut Yang Dilakukan 

Organisasi Perngkat Daerah ( OPD) terkait temuan.. 

d. Membentuk tim majelis Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti 

Rugi (TPTGR). 

e. Memberikan penegasan dalam pelaksanaan TLHP kepada Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) 

f. Menetapkan temuan yang terbukti menimbulkan kerugian daerah 

melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh kepala daerah 

sebagai kerugian daerah. 
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g. Mengefektifkan majelis Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti 

Rugi (TPTGR). 

2. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor penghambat penyelesaian tindak 

lanjut atas rekomendasi BPK RI  di Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka 

tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut: 

a. Lemahnya Sumber daya manusia  

b. Kurangnya Motivasi dari pimpinan  

c. Kurangnya komitmen pimpinan 

d. Belum optimalnya peran majelis TPTGR 

e. Masalah evaluasi 

f. Kendala teknis lainnya. 

6.2 Saran  

Untuk mengatasi setiap hambatan tersebut maka peneliti memberikan 

saran kepaada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka agar melakukan upaya-

upaya untuk meningkatkan TLHP BPK RI dan meningkatkan sumber daya 

manusia. Saran yang dapat diberikan antara lain: 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka harus mempercepat penyelesaian 

tindak lanjut dengan memaksimalkan sumber daya dan fasilitas yang ada. 

2. Berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat keberhasilan 

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan   dengan meningkatkan koordinasi yang 

baik dengn pihak terkait atau penanggungjawab temuan. 
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3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan tim majelis TPTGR 

dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan bimbingan teknis terkait 

penanganan tindak lanjut.. 

4. Pemerintah Daerah harus segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK 

ditahun-tahun sebelumnya atas temuan terhadap Peraturan Perundang-

Undangan dan ketidakefektifan Sistem Pengendalian Intern agar tidak 

menghambat proses penyelesaian LHP di masa yang akan datang. 
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